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ABSTRAK

Rule of reavon merupakan pendekatan unsur dalam pembuktian perkera persekonpgkolan tender
dii Indonesia, Pendekatan ini menuntut pembuktian lebik lanjul atas dampak persekongkolan
terhadap struktur pasar vaitu berupa timbulnya persaingan usaha tidak schas, Persekongkolan
tender sendiri. sangat merugikan dan menimbulkan inefsiensi, dimana ia lebih berhubunean
dengan periluky pihak-pihak terkuit, dan tidak berhubungan dengan struktue pasar. Yang
menjadi permasalahan adalah  hagaimana hentuk  pengaturan rule of resson terhadap |
persckongkalan tender, bagaimanzkah proses pembuktian perkara persekongkolan fender oleh |
Komisi Pengawas Mersaingan Usgha (KPPUY, dan bapaimanakah penerapan rufe of reason oleh
KI'PU terhadap perkara persekongkolan tender? Penelitian ini menggunakan metode penelitian
vuridis sosiologis dengan dala primer dan sekunder scbagai sumber datanya yang diperaleh
melalui wawancars dan seedi dekwmen. Dari basil penelitian dopat  disimpulkan hahwa;
pertamia, pendekatan eule of reason terhadap perkara persehongkolan tender secara insplisit
terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahon 1999 tentang Larangan Prakiik
Moenopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LU Antimonapoli), dan diatur secara tegas dalum
Pedeman Pasal 21 tentang Laranpan Persekongkolan dalam Tender, Kedwa, proses pembuktian
perkara persekongkolan tender oleh KPPLU tidak terlepas dari proses penanganan perkara di
KPPU yang dimulai dari tahap klaritikasi. pemberkasan, gelar laporan, pemerikszan
pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, hingga sidang komisi. Pendekatan pembuktian unser dapat
dianalisis dari unsuc-unsur vang lekandung dalam potusan Komisi atas perkara lersebul dengan
menghubungkannya dengan Pasal 22 UL Artimonopoli. Kerige. penerapan pembuktian perkara
persckongkolan tender  di beberapa kasus tidak sesuvai dengan ketentuan Pasal 22 UL
Antimenopeli vang cendeneng memperlakukan persekongkolan tender dengan pendekatan rede
af reason, Apalagh, persekongkolan tender tidak berhubungan dengan struktur pasar dan tidak
propersaingan sama sekali sehingea lebih tepal jika menggunakan pendekatan per se legal.




BAB I

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Lahirnva Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 tentang Larangan Praktik
Monopoll dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara historis berawal dari belum
tersedianya suatu undang-undang vang secara komprehensil dan memadai
menzatur persaingan usaha di Indonesia’, Makin mengizanasnya prakiik monopolt
dan persaingan usehe yang tidak sehat vang dilakukan perusahaan-perusahaan
besar yang memiliki posisi dominan (perusshaan konglomerat) telah dirasakan
sangat merugikan  kehidupan  berusaha  perusahaan-perusahaan kecil dan
menengah, serta konsumen.” Kondisi ini makin mendorong berbagal pihak untuk
mengupayakan undang-undang tersebut Tuntutan pertama kali muncyl pada
tahun 1990 sebagai bagian dari perdebatan tindakan kebijakan antimonopoli di
Indonesia. Pada saat 1w ada usaha untuk membuatnya di kantor Menko Ekuin dan
Menteri Kehakimaszn. Setelah e, pada tahun 1995 PDI mengaiukan draft
Undzng-Undang Perssingan kepada DPR'. Namun, upaya itu gapal karena tidak
mendapat tanggapan vang memadal dan angota DPR lainnva, khususnyva dari

partai vang berkuasa.

" L. Budi Kagramanio. 2008 Laranpan Fersckongbolan Tender (Perspeknl Rk
Persaegan Uradn, Bokoands, Surbayi, blm, 14,

" Sutm Remy Sjahdeini, Lotar Belakang. Separal, dan Tagan UL Lerangon Monopels,
Jurnal Hukom Bisnis (degi=-Jun 20029, Gl 5

“Pande Radja Silalaln. !ndang-Lidang dntimonapoli dan Perdoganpan Sebas, Jomal
Hukuwm Bisnis {Mci-Jwni 2002, bim, 15



Selain faktor historis tadi, lahirnya UL Antimenopoli juga tidak terlepas dari
tekanan IMF (Frrernational Manetary Faned)'. Dalam upava pemulithan ekonomi
yang telah berantakan dan untak mewujudkan corak serg konsep perekonomian
yang  menganul  sistem ckonomi pasar dan persaingan  schat, pemerintah
mengandaikan bantuan IMF Bantuan tersebyr disertal syarat-svarat tertentuy SuUna
menjamin agar sasaran bantuan untuk pemulihan ekonomi dapat lercapai. Syarat-
syaral tersebul dituangkan dalam [eper of Juient (Lol) vang ditandatangani di
Takarta pada tanggal 15 Januari 1998 oleh Pemerintahan Republik Indonesia dan
IMF, vang kemudian dipertegas lagi dan dituangkan dalam Memorandum
Tambahan  Mengenai Kebijakan Ekonomi  dan Keuangan  Pemerintah  RI
(Supplemeniary Memaoreandum af Lconomic ad Finaneial  Policies af the

1) - =
Crovernment of Mdonesia)’

Butir ke-31 dari 30 butir memorandum tersehut disepakatt bahwa pemerintah
akan melaksanakan berbagai pembaruan struktural (strmctural reforms) termasuk
deregulasi berbagni kepiatan domestik yang bertujuan untuk mengubah ekonomi

[ndonesia menjadi suatu ekonomi vang terbuka, kompetitif, dan cfisien”

Salah satu deregulasi yang harus sewera diterbitkan aleh pemerintah di bidang
perckonomian dan dunia usaha adalah tentang antimonopoli dan persainean
usahua. Pengaturan terhadap deregulasi tersehu akhirnya dituangkan dalam beniuk

undang-undang yakni melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 lentang

" Sutan Remy Sjahdeine, foe. e

81 Remmy Sjahdeini 2003 Kemandiion 38 Sebagal Hank Seasel. Makalaly el
[diskust Terhatas di Fakulas Hukom Unair, 8 June 1998 hlm 12, Dikwip Uling oleh Budi
B, g oi, him, 7

“Iohnny Ibrahim, 07, Huabum Fersaippan Usaha: Filosofi, Teori, dan SRk
HPererapamiva df fadonesie, Bayvumedia Publishing, Surbava, bilw. 20



BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan

Dari pembabasan vang telah diurgikan d; atas, maka dapar disimpulkan

hahwa:

| Pengaturan rfe of reason dalam perkara persekongkolan tender. tersirae
dalam Pasal 22 Lindang-Undang Nomar 5 tahun 1999 temang Larangan
Praktik Monopoli dan persamgan Usaha Tidak Sehat, dan ditegaskan
secara  langsung  dalam  Pedoman  Pasal 22 tentang  Larangan
Pursekongkolan dalam Tender. Jika dilihat secarg cermat, sebenamys di
dalam Pasal 22 rersebut, terdapat dus macam pendekatan vang memiliki
perbedaan vang ekstrim, vaitu  Por se iflegal  vany tersirat dalam kata
“dilarang” dan rude of reason vang tersirat dalam kata “vang dapat
mengakibatkan™, Kondisi ini tentu akan mammbulkan ambiguitas, vang
berpjung pada penegakan Bukum persekongkolan tender sendiri Selain
itu, persekongkolan tender di dalam Undang-lUndang Nomor 5 Tahun
1995 diklasifikasikan sehaga “kegiatan vang dilarang” Hal ini herbeds
dengan UNCTAD  vang  mengklasifikasikan persckongkolan  tender
sebagai  “perjanjian vang dilarang”  Persekongkolan  lebik Lepat
dikategorikan sebagai “perjaniian vang dilarang”, karena Pengertian
“kegiatan” merupakan perbuatan hukom sepihak vang dilakukan oleh san

pelaku usaha atau kelompok pelaku wsaha fanpa adanve keterkaitan
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